BAB IV

KESIMPULAN

Sebagai Negara maritime Indonesia  tentunya mempunyai potensi
kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah. Namun, disisi lain potensi
tersebut justru menyebabkan wilayah Indonesia sering mengalami kasus praktek
IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing. Salah satu pelaku kejahatan
IUU-Fishing yang sering terjadi diperairan Indonesia adalah Filipina, hal tersebut
tentunya sangat mengganggu dan merugikan baik dari segi ekonomi, sosial,
bahkan ekologi yang tentunya dapat megancam stabilitas keamaan laut Indonesia.
Berbagai kerjasama = bilateral dibentuk oleh Indonesia dan Filipina untuk
mengupayakan pemberantasan praktek lUU-Fishing. Indonesia dan Filipina disini
telah melakukan kerjasama bilaterak dalam upaya mengatasi permasalahan
tersebut. Tetapi, IUU-Fishing di Indonesia masih marak terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan dalam skirpsi membahas mengenai
analisis efektifitas kerjasama bilateral Indonesia dan Filipina dalam menangani
IUU-Fishing di daerah perbatasan, salah satunya perairan-Maluku Utara yang
merupakan lumbung ikan nasional. untuk menjawab permasalahan bagamana
keefektivan kerjasama bilateral kedua Negara tersebut skripsi ini menggunakan
konsep Regime Effeciveness.

Dalam melihat efektivitas sebuah rezim internasional, tingkat kolaborasi
dan efektivitas dapat diukur dalam hal perubahan perilaku. Dalam konsep Regime

Effectiveness, dikatakan bahwa semakin tinggi level kolaborasi maka akan
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semakin tinggi efektivitas dari rezim tersebut. Semakin jelas dan terintegrasi suatu

koordinasi perencanaan, suatu rezim pun dikatakan akan semakin kolaboratif.
Berikut ini dalah analisis dari konsep Regime Effectiveness dalam

menjawab bagaimana upaya kerjasama Indonesia dan Filipina dianggap efektif

atau tidak efektif.

DEPENDENT VARIABLE

= Ouipur: Pembentukan kerjasama kelautan dan
perikanan, dan JCBC Indonesia-Filipina

*  Qutcome: Nelayan Filipina melakukan TUU-
Fishing di Laut Maluku Utara

* Impact: Filipina melanggar isi perjanjian

kerjasama
INDEPENDENT VARIABLE REGIME
. ] S EFFECTIVENESS
1) Problem Malignancy - -

* Jncongrury: Filipina melakukan TUU- 1 idak \-I‘JkllF‘karena
Fishing diperairan Maluku Utara yang ll'rlp_lL‘l}l_cutd:_-ll I’ﬂflﬂ]
termasuk lumbung ikan nasional Halanjian h‘ fll(_»ld
Indonesia LEVEL OF Indonesia-Filipina

= Asymmetry: Kerugian bagi indonesia —p| COLLABORATION | —» dlltanggur oleh salah

i {15/ s anggota rezim
mencapai 30 triliun/tahun Skala? satu _mblf:“'

* Cumulative Cleavage : Bertambahnya da}n t_“ld“k“‘“ [‘U,Uf
praktek TUU-Fishing di perairan "T_’S""'”:H oleh Filipina
Indonesia di laut Maluku Utara|

Indonesia mengalami
peningkatan

INDEPENDENT VARIABLE
2) Problem Solving Capacity
* Institutional Setting : Penenggelaman
kapal pelaku IUU-Fishing oleh
pemerintah Indonesia
*  Disgribution of Power :
Tidak adanya power benevolent dan
hegemon coersive yang dimiliki
Indonesia-Filipina
* Skill & Energy
« Instrumental Leadership :
Indonesia cenderung mendominasi
pencegahan IUU-Fishing
= Epistemic Community : RPOA-IUU
(regional plan of action) in the
Southeast Asia Region

Gambar 4. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak efektifan kerjasama
bilateral Indonesia dan Filipina
Sumber : Analisis Penulis, 2019

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi
ketidak efektifan antara Indonesia dan Filipina dalam menjalankan perjanjian-
perjanjian dari kerjasama yang telah dibuat oleh kedua Negara sebagai salah satu

upaya penanganan IUU-Fishing.
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